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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh opini
audit pada  kinerja  keuangan Pemerintah  Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dengan pendapatan asli daerah
sebagai pemediasi yang didasarkan pada teori legitimasi
(letimacy theory). Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah
Daerah Provinsi Bali tahun 2013-2017. Teknik analisis data yang
digunakan adalah analisis jalur path (path analysis). Hasil
analisis menemukan bahwa opini audit berpengaruh positif pada
pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa opini audit
yang baik cenderung akan meningkatkan sumber daya yang
diberikan masyarakat daerah. Opini audit berpengaruh positif
pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di
Provinsi Bali. Realisiasi PAD berpengaruh positif pada kinerja
keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
tahun 2013-2017. Realisasi pendapatan asli daerah merupakan
variabel pemediasi hubungan opini audit dengan kinerja
keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Opini Audit; Pendapatan Asli Daerah; Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah.

Audit Opinion and Local Government Financial
Performance with Realization of PAD as Mediator

ABSTRACT

The purpose this study was determine effect of audit opinion on the
financial performance District / City Governments in Bali Province
with local revenue as mediator based on legitimacy theory. This research
was conducted at Provincial Government of Bali in 2013-2017 using
the saturated sample method. Data analysis technique used path
analysis. Analysis found that audit opinion had a positive effect on local
own-source revenue. Shows that good audit opinion tends to increase
the resources provided by local community specifically regional original
income. Audit opinion has positive effect on the financial performance of
District / City Governments in Bali Province in 2013-2017. Realization
PAD has positive effect on financial performance of District / City
Governments in Bali Province in 2013-2017. The realization of regional
own-source revenue mediating variable in the relationship between
audit opinion and local government financial performance.

Keywords: Audit Opinion; Local Revenue; Local Government
Financial Performance.
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PENDAHULUAN

Opini audit atas LKPD diasumsikan berfungsi sebagai dasar legitimasi yang
diberikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Pemerintah Daerah,
khususnya masyarakat daerah. Ketika opini audit sesuai dengan harapan
masyarakat maka hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya sumber
daya masyarakat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, khususnya dalam
bentuk pajak daerah dan retribusi daerah (Pendapatan Asli Daerah / PAD),
sehingga dapat dikatakan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap
pencapaian realisasi pendapatan Pemerintah Daerah, khususnya PAD (Marfiana,
N., Kurniasih, 2018). Selanjutnya, sebagaimana hasil penelitin sebelumnya
(Mustikarini, W. A., & Fitriasari, 2012) menunjukkan bahwa realisasi pendapatan
berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini mengindikasikan
bahwa realisasi pendapatan daerah dapat menjadi pemediasi pengaruh opini
audit terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Penelitian-penelitian terdahulu terkait opini audit terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah di Indonesia hasilnya masih beragam. Diantaranya
(Masdiantini & Erawati, 2016) dalam penelitiannya membuktikan bahwa opini
audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini tidak
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Cherrya, 2013) yang
membuktikan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
Pemerintah Daerah. Hasil penelitian yang masih beragam terkait opini audit
tersebut yang mendorong penulis untuk meneliti kembali pengaruh opini audit
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Legitimasi organisasi umumnya digambarkan sebagai kondisi perilaku
organisasi yang sejalan dengan harapan pihak-pihak di sekitar organisasi
tersebut menjalankan aktivitasnya (Suchman, 1995), sehingga kesesuaian
ataupun ketidaksesuaian organisasi dalam menjalankan fungsi dan
tanggungjawabnya akan berkonsekuensi terhadap legitimasi serta kinerja dan
pencapaian tujuan organisasi tersebut. Atas dasar asumsi tersebut maka teori
legitimasi semakin banyak digunakan dalam penelitian akuntansi dan audit,
terutama yang terkait dengan pengungkapan informasi publik (Michael
K.Power, 2003), termasuk dalam menjelaskan fungsi audit pada Pemerintah
Daerah (Bukti peran laporan audit terhadap tingkat legitimasi masyarakat
terhadap Pemerintah Daerah dibuktikan oleh (Claudio Ferraz, 2008) dalam
penelitiannya di Brazil. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hasil audit atas
korupsi pada Pemerintahan Daerah yang dipublikasikan kepada masyarakat
memberikan dampak terhadap keterpilihan kembeali.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Masdiantini
& Erawati, 2016) terkait opini audit, pada penelitian ini peneliti menggunakan
variabel mediasi atas pengaruh opini audit pada kinerja keuangan Pemerintah
Daerah yang berupa variabel tingkat pencapaian realisasi pendapatan daerah
yang sepengetahuan penulis masih relatif jarang dilakukan oleh penelitian
sebelumnya, khususnya di Provinsi Bali.

Opini audit atas LKPD diasumsikan berfungsi sebagai dasar legitimasi
yang diberikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Pemerintah
Daerah, khususnya masyarakat daerah. Dimana, legitimasi tersebut merupakan
keyakinan anggota masyarakat untuk menaati dan menerima segala bentuk
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kebijakan yang dibuat oleh penguasa serta memenuhi segala tuntutan yang ada
dalam rezim penguasa tersebut. Legitimasi merupakan sebuah konsep yang
melahirkan hubungan antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpinya.
Sehingga dapat diasumsikan bahwa, ketika opini audit sesuai dengan harapan
masyarakat maka hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya sumber
daya masyarakat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, khususnya dalam
bentuk pajak daerah dan retribusi daerah (Pendapatan Asli Daerah / PAD),
sehingga dapat dikatakan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap
pencapaian realisasi pendapatan Pemerintah Daerah, khususnya PAD. Hal ini
sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Marfiana, N., Kurniasih, 2018)
menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap pencapaian
realiasasi PAD. Berdasarkan hal tersebut, maka rumuskan hipotesis sebagai
berikut.
Hi: Opini audit berpengaruh positif pada realiasasi Pendapatan Asli Daerah.

Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan
pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan. Seperti halnya di sektor swasta, laporan keuangan dikatakan
baik apabila mendapatkan opini WIP (Budiarto, 2007). Untuk mendapatkan
opini tersebut, terdapat empat kriteria yang harus diperhatikan, yaitu pertama
kepatuhan terhadap standar akuntansi, kedua efektivitas pengendalian internal,
ketiga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan keempat
kecukupan pengungkapan. Untuk mendapatkan opini yang baik diperlukan
motivasi dan komitmen dari semua jenjang pegawai mulai dari tingkat bawah
sampai tingkat yang paling atas sehingga tidak terdapat hal-hal material yang
menyimpang dari ketentuan yang ada. Selain hal tersebut, opini BPK dapat pula
menjadi tolok ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas
pemerintah. Opini ini dapat menaikkan ataupun menurunkan tingkat
kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan yang disajikan oleh pihak
yang diaudit, dalam hal ini entitas pemerintah daerah. Dengan kata lain,
semakin baik opini audit BPK maka seharusnya dapat menunjukkan semakin
membaiknya kinerja suatu pemerintah daerah. Hal tersebut didukung oleh
penelitian (Virgasari, 2009) dan (Masdiantini & Erawati, 2016) menunjukkan
bahwa terdapat hubungan positif antara opini audit BPK terhadap kinerja
keuangan pemerintah daerah. Dari uraian tersebut, maka dapat dikembangkan
hipotesis.
Hz: Opini audit berpengaruh positif pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2013-2017.

PAD merupakan kekayaan riil dari masing-masing daerah. PAD sendiri
bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Untuk membiayai
kebutuhan daerah, pemerintah daerah terlebih dahulu menggunakan PAD agar
memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Diberlakukannya
otonomi daerah membuat pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk
memberdayakan seluruh potensi guna memperoleh PAD yang tinggi.

PAD yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah
melakukan upaya yang optimal dalam menggali sumber-sumber PAD sehingga
meningkatkan kemandirian daerahnya (Himran et al., 2013). Peningkatan dari
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PAD seharusnya didukung dengan peningkatan kualitas layanan publik dan
pembangunan infrastruktur yang baik. Dimana, pelayanan publik dan
infrasktruktur yang baik mengindikasikan kinerja yang baik dari suatu Pemda.
Peningkatan PAD merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro,
pertumbuhan yang positif mendorong adanya invetasi sehingga sehingga secara
bersama investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur
sarana dan prasarana daerah. Infrastruktur yang baik tentunya akan
meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh (Cherrya, 2013) dan (Julitawati, Ebit, Darwanis, 2012) yang
membuktikan bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah
Daerah.

Hs: Realisiasi PAD berpengaruh positif pada kinerja keuangan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2013-2017.

Legitimasi terhadap organisasi akan terbentuk ketika terdapat kondisi
perilaku organisasi yang sejalan dengan harapan pihak-pihak di sekitar
organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya (Suchman, 1995). Ketika terdapat
ketidaksesuaian antara harapan pihak-pihak sekitar dengan capaian organisasi
akan berkonsekuensi pada berkurangnya legitimasi terhadap organisasi tersebut,
yang mana hal tersebut dapat berdampak pada berkurangnya aliran sumber
daya yang diterima oleh organisasi serta berdampak buruk pada pencapaian
tujuan organisasi, begitupula sebaliknya. Karenanya penting bagi organisasi
untuk merancang dan mengelola kelembagaan organisasi dalam rangka
melindungi ataupun menjaga legitimasi.

Terkait dengan fungsi dan tanggungjawab yang diemban oleh
Pemerintah Daerah, maka untuk mendukung penyelenggaraan aktivitasnya,
pemerintah daerah membutuhkan legitimasi dari Pemerintah dan masyarakat
sebagai stakeholders utamanya. Legitimasi dari Pemerintah diperlukan untuk
meningkatkan dukungan dalam pelaksanaan program-program di daerah,
sedangkan legitimasi dari masyarakat dibutuhkan oleh Pemerintah daerah
karena selain untuk mendukung kelancaran aktivitas pemerintahan, juga agar
masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan di daerah, misalnya
dengan cara membayar pajak/retribusi daerah ataupun Pendapatan Asli Daerah
(PAD) lainnya. Dalam rangka meningkatkan legitimasi Pemerintah dan
masyarakat terhadap Pemerintah Daerah, jika berdasarkan (Michael K.Power,
2003) yang menyatakan bahwa dengan semakin besarnya tuntutan atas
transparansi dan akuntabilitas organisasi saat ini maka audit berperan penting
dalam memproduksi legitimasi dan hasil penelitian (Claudio Ferraz, 2008) yang
menemukan adanya pengaruh hasil audit atas korupsi pada Pemerintahan
Daerah terhadap keterpilihan kembali petahana maka dapat dikatakan bahwa
keberadaan opini audit akan menjadi salah satu penentu bagi terciptanya
legitimasi Pemerintah dan Masyarakat. Ketika opini audit atas LKPD dapat
menggambarkan akuntabilitas yang tinggi atas pengelolaan sumber daya yang
dilakukan Pemerintah Daerah maka hal tersebut akan mendorong Masyarakat
untuk meningkatkan sumber daya yang diberikan kepada Pemerintah Daerah,
yang mana hal ini diwujudkan dengan semakin meningkatnya pencapaian
realisasi pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari masyarakat dalam
bentuk PAD.
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Jika dikatkan dengan hasil penelitian sebelumnya, khususnya
(Mustikarini, W. A., & Fitriasari, 2012) yang menemukan bahwa realisasi PAD
berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah Daerah maka dapat
disimpulkan bahwa realisasi PAD dapat berperan sebagai pemediasi atas
pengaruh opini audit terhadap kinerja, yang mana ketika opini audit baik maka
dapat meningkatkan realisasi PAD, dan atas peningkatan realisasi PAD tersebut
akan berdampak pada peningkatan kinerja yang dicapai oleh Pemerintah Daerah
Oleh karena itu, hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut.

Hs: Opini Audit berpengaruh positif pada kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2013-2017 dengan dimediasi oleh
pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah.

METODE PENELITIAN
Lokasi dari penelitian ini yaitu Biro Keuangan Provinsi Bali dan Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sementara ruang lingkup dari
penelitian ini adalah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali. Obyek dalam penelitian
ini adalah opini audit, realisasi Pendapatan Asli Daerah dan kinerja keuangan
Pemerintah Daerah.

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan
Kota se-Provinsi Bali tahun 2013-2017. Sampel yang digunakan dalam penelitian
ini adalah seluruh anggota populasi yakni, LRA kabupaten dan kota se-Provinsi
Bali tahun 2013-2017, yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota dengan kurun
waktu 5 tahun (2013-2017) dan opini audit pemerintah Kabupaten/Kota di
Provinsi Bali yang terdapat dalam IHPS II Tahun 2017.
Analisis Jalur Path (Path Analysis) digunakan untuk pengujian pengaruh
simultan (efek langsung dan tidak langsung) sebuah variabel terhadap variabel-
variabel lain. Berikut adalah rumus struktural dari analisis jalur sebagai berikut.
Substruktur I:

X L 2 D XK €0 et 1)
Substruktur II:

Y2 =D2XT + D3Y2 €2 eeeniiniiniiiiiiiiic e (2)
HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan informasi
mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian, antara lain minimum,
maksimum, mean, dan standar deviasi. Pengukuran rata-rata (mean) merupakan
cara yang paling umum digunakan untuk mengukur nilai sentral dari suatu
distribusi data. Sedangkan, standar deviasi merupakan perbedaan nilai data
yang diteliti dengan nilai rata-ratanya. Hasil statistik deskriptif pada penelitian
ini ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviasi
Opini Audit 45 1.00 4.00 3.0444 .97597
Realisasi PAD 45 23.25 28.46 25.4983 1.28875

Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah
Sumber: Data Penelitian, 2019

45 1.08 2.38 1.9126 .38551
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Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat nilai minimum untuk opini adalah 1
dan nilai maksimumnya adalah 4. Mean untuk jumlah opini audit adalah 3,04,
hal ini berarti rata-rata nilai opini audit sebesar 3,04. Standar deviasinya 0,97, hal
ini berarti terjadi penyimpangan nilai opini audit terhadap nilai rata-ratanya
yaitu sebesar 0,97. Variabel realisasi PAD nilai minimumnya adalah 23,25 dan
nilai maksimumnya adalah 28,46. Mean variabel realisasi PAD adalah 23,25, hal
ini berarti bahwa rata-rata raliasasi PAD sebesar 23,25. Standar deviasinya
sebesar 1,28, hal ini berarti terjadi penyimpangan nilai realisasi PAD terhadap
nilai rata-ratanya sebesar 1,28. Variabel kinerja keuangan nilai minimumnya
adalah 1,08 dan nilai maksimumnya adalah 2,38. Mean variabel kinerja keuangan
adalah 1,91, hal ini berarti rata-rata kinerja keuangan sebesar 1,91. Standar
deviasinya sebesar 0,38, hal ini berarti terjadi penyimpangan nilai kinerja
keuangan pemerintah terhadap nilai rata-ratanya sebesar 0,38.

Uji asumsi klasik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear
sederhana antara lain  Uji Normalitas, Uji Multikolenearitas dan Uji
Heteroskedastisitas.

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Variabel Sig. Tolerance VIF Keterangan

Uji Kolmogorov-Smirnov 0.900 Berdistribusi Normal
Uji Multikolinearitas
Opini Audit 0.836 1.196 Bebas multikol
Realisasi PAD 0.836 1.196 Bebas multikol
Uji Heteroskedastisitas

. . 0.883 Bebas
Opini Audit heteroskedastisitas

- 0.641 Bebas

Realisasi PAD heteroskedastisitas

Sumber: Data Penelitian, 2019

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Suatu
model regresi dikatakan memiliki data normal atau mendekati normal jika
koefisien Asymp. sig (2-tailed) lebih besar dari a = 0,05. Berdasarkan Tabel 2,
hasil uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai sig 0,900
untuk unstandarized residu lebih besar dari a = 0,05 artinya, data telah
berdistribusi normal.

Metode untuk mengetahui adanya multikolinearitas dalam model regresi
adalah terlihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Pada Tabel 2,
disajikan hasil perhitungan nilai tolerance dan VIF kurang dari angka 10 dan
angka tolerance lebih dari 0,1 menggunakan program SPSS. Tabel 2,
menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang nilai tolerance lebih dari 0,1
atau VIF kurang dari 10, maka disimpulakan bahwa tidak ada multikolinearitas
antara variabel bebas dalam model regresi.

Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan uji Glejser. Apabila Asymp. Sig (p value) > 0,05 maka dapat
disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas. Berdasarkam Tabel 2, dapat
diketahui bahwa semua variabel memiliki Asymp. Sig (p value) > 0,05, artinya
pada model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas.
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Untuk pemeriksaan terhadap asumsi ini, dapat dilakukan dengan melihat
susunan model teoritis yang telah dibangun dengan memperlihatkan bentuk
hubungan antar variabel adalah linier, yaitu sistem aliran ke satu arah, dimana
hubungan antara e; saling bebas demikian juga hubungan antara e; dengan
variabel x saling bebas, dan tidak ada variabel endogen yang mempunyai
pengaruh bolak balik.

Di dalam analisis jalur, pengaruh langsung dinyatakan dengan koefisien p;,
sedangkan pengaruh tidak langsung dan pengaruh total dapat dihitung dengan
membuat perhitungan tersendiri. Untuk pendugaan parameter dilakukan
dengan analisis regresi melalui software SPSS 15.0 for Windows diperoleh hasil
sebagai berikut.

SUDLSLIUKEUT 11 Y = B1 X F €1ttt 1)

Dari hasil perhitungan pada pengujian data diperoleh hasil sebagai berikut.
Tabel 3. Coefficients Substruktur 1

Variabel Unstandardized Standardized Std. Nilai

Beta Beta Error Sig.
Constanta 23.870 0.588 0,000
Opini Audit 0.535 0.405 0,184 0,006

Sumber: Data Penelitian, 2019

Untuk Substruktur 2 di dapat persamaan sebagai berikut:

Y, = [:‘51X +ﬁ2 Y L T 0 et eeaeaeeeaee et ———————aaeeeeeeeeeana———aaaaaeeerearnte eererran——— (3)
Dari hasil perhitungan pada pengujian data diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 4. Coefficients Substruktur 2

Variabel Unstandardized Standardized Std. N.ilai

Beta Beta Error Sig.
Constanta 0.379 0.153 0.017
Opini Audit 0.384 0.972 0.008 0.000
Realiasasi PAD 0.014 0.048 0.006 0.029

Sumber: Data Penelitian, 2019
Berdasarkan perhitungan terhadap substruktur 1, dan 2, maka dapat
diketahui besarnya pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh
total antar variabel. Perhitungan pengaruh antar variabel adalah sebagai berikut.
Besarnya pengaruh variabel opini audit terhadap realisasi pendapatan
asli daerah secara parsial, dilihat dari nilai beta atau Standardized Coefficient
adalah sebagai berikut.
Pengaruh variabel opini audit terhadap realisasi pendapatan asli daerah.
X1 — Y1=0,405
Pengaruh variabel realisasi pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan
pemerintah daerah.
Y: — Y»=0,048
Pengaruh variabel opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
X1 — Y»=0,972
Pengaruh variabel opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
melalui realisasi pendapat asli daerah.
X1— Y1— Y2 = (0,405 x 0,048) = 0,019
Pengaruh total (Total effect).
Pengaruh total= pengaruh langsung + pengaruh tidak langsung
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= (0,972+0,048) + 0,019

=1,039
Persamaan struktural untuk model penelitian ini adalah :

Substruktur 1:
Y=B1X+e

Y=0405X+e

Pengaruh error (Pei) = V1-R2

Pei = \1-0,164 = 0,836= 0,914
Substruktur 2:

Yo=p1 X +B2Y1 + &

Y2=0,972X+ 0,048 Y: + e

Pengaruh error (Pei) = V1-R2

Pei = \1-0,984 = V0,016 = 0,167

Ada dua indikator untuk melakukan pemeriksaan validitas model, yaitu
koefisien determinasi total dan theory triming dimana hasilnya dapat disajikan
sebagai berikut.

Hasil koefisien determinasi total:
R2,=1 - (1-0,164) (1-0,454)
R?,=1- 0,456
R2,= 0,543

Artinya, keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model adalah
sebesar 54,3 persen atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data
sebesar 54,3 persen dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya yaitu 45,6
persen dijelaskan oleh variabel lain (tidak terdapat dalam model) dan error.

Pendekatan ini dilakukan dengan membuang jalur-jalur yang non
signifikan agar memperoleh model yang benar-benar didukung oleh data
empirik. Uji validasi pada setiap jalur untuk pengaruh langsung adalah sama
dengan regresi, menggunakan nilai p dari uji t yaitu pengujian koefisien regresi
variabel dibakukan secara parsiil dengan nilai opini audit (X) terhadap realisasi
pendapatan asli daerah (Y1) adalah 2,905 sig 0,006. Sedangkan opini audit (X)
terhadap kinerja keuangan pemerintah (Y2) adalah 45,926 dengan sig 0,000. dan
realisasi PAD (Y1) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y2) sebesar
2,264 dengan sig 0,029.

Kriteria pengujian untuk menjelaskan interpretasi pengaruh antar

masing-masing variabel yakni apabila nilai signifikansi < level of significance 5
persen, maka Hpy ditolak dan H; diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikansi > level
of significance 5 persen maka Ho diterima dan H; ditolak. Sedangkan, untuk
variabel pemediasi Z hitung haruslah > dari Z tabel pada tingkat signifikansi
0.05. Hasil Uji t disajikan pada Tabel 5, berikut.
Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5, diperoleh taraf signifikansi penelitian
untuk variabel Opini audit terhadap realiasasi Pendapatan Asli Daerah sebesar
0,006 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan H; diterima, dengan kata lain Opini audit
berpengaruh positif pada realiasasi Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5, diperoleh taraf signifikansi
penelitian untuk variabel opini audit terhadap kinerja keuangan sebesar 0,000 <
0,05 sehingga Ho ditolak dan H, diterima, dengan kata lain, opini audit
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mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan

pemerintah.
Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Variabel Sig. uji t Syarat Keterangan
(Constant)
Opini Audit pada Realiasasi 0.006 <5% H; = Diterima
PAD '
Opini Audit pada Kinerja 0.000 <5% H> = Diterima
Keuangan Pemerintah Daerah '
Realiasasi PAD pada Kinerja 0.029 <5% H3 = Diterima
Keuangan Pemerintah Daerah '
> Z table H,4 = Diterima
Opini Audit pada Kinerja pada
Keuangan Pemeritah dengan 410 47 tingkat
Realisasi PAD sebagai ’ signifikasi
Pemediasi 0,05 yaitu
1,96

Sumber: Data Penelitian, 2019

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh taraf signifikansi penelitian
untuk variabel realisasi PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
sebesar 0,029 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Hs diterima, dengan kata lain
Realisiasi PAD berpengaruh positif pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2013-2017.
Pengaruh tidak langsung Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah Melalui Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Menghitung nilai Sap,

S.. = Vb2sa? + a’sh? + sa’sh?
S. = +/(0,0001%0,03) + (0,28 * 0,000036) + (0,033 *0,000036 )
S = 0,00018

Menghitung nilai ab
ab = 0,535 x 0,014
ab = 0,00749
Menghitung nilai Z
z= ab
Sab
7= 0,00749
0,00018
7 =412,47

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh Zpiung sebesar 412,47 > Ziapel
sebesar 1,96 sehingga Ho ditolak dan H, diterima, dengan kata lain bahwa
realisasi pendapat asli daerah merupakan variabel pemediasi hubungan opini
audit dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

SIMPULAN
Opini audit berpengaruh positif pada realiasasi Pendapatan Asli Daerah.
Sehingga dapat diasumsikan bahwa, ketika opini audit sesuai dengan harapan
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masyarakat maka hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya sumber
daya masyarakat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, khususnya dalam
bentuk pajak daerah dan retribusi daerah (Pendapatan Asli Daerah / PAD).

Opini audit berpengaruh positif pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2013-2017. Hal ini menunjukkan bahwa
opini audit BPK dapat menjadi tolok ukur (indikator) untuk menilai
akuntabilitas sebuah entitas pemerintah. Opini ini dapat menaikkan ataupun
menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan yang
disajikan oleh pihak yang diaudit, dalam hal ini entitas pemerintah daerah (Li et
al, 2009). Dengan kata lain, semakin baik opini audit BPK maka dapat
menunjukkan semakin membaiknya kinerja suatu pemerintah daerah.

Realisiasi PAD berpengaruh positif pada kinerja keuangan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2013-2017. PAD yang tinggi
dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya yang
optimal dalam menggali sumber-sumber PAD sehingga meningkatkan
kemandirian daerahnya (Himran et al., 2013). Peningkatan dari PAD seharusnya
didukung dengan peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan
infrastruktur yang baik. Dimana pelayanan publik dan infrasktruktur yang baik
mengindikasikan kinerja yang baik dari suatu Pemda

Realisasi pendapat asli daerah merupakan variabel pemediasi hubungan
opini audit dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Ketika opini audit atas
LKPD dapat menggambarkan akuntabilitas yang tinggi atas pengelolaan sumber
daya yang dilakukan Pemerintah Daerah maka hal tersebut akan mendorong
Masyarakat untuk meningkatkan sumber daya yang diberikan kepada
Pemerintah Daerah, yang mana hal ini diwujudkan dengan semakin
meningkatnya pencapaian realisasi pendapatan daerah, khususnya yang
bersumber dari masyarakat dalam bentuk PAD.

Penelitian selanjutnya disarankan melakukan analisis yang lebih mendalam
terhadap peran mediasi pendapatan atas pengaruh opini audit terhadap Kinerja
Pemerintah Daerah dengan menggunakan jenis pendapatan lainnya, misalnya
analisis terhadap jenis-jenis PAD seperti pajak daerah dan retribusi.
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